
 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1.   Peran Kepolisan Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Prostitusi Online Di Kota Sungai Penuh 

a. Upaya Pre-Emtif: Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak 

Pidana prostitusi online tersebut. Pihak Resor Kerinci rutin melakukan 

patroli/pengawasan dititik yang diduga terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang hal ini dilakuakan demi meminimalisir korban 

tindak pidana perdagangan orang.  

b. Upaya Preventif: Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh 

pihak Kepolisian Resor Kerinci untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana prostitusi online yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan prostitusi online, kepolisian Resor Kerinci 

melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah 

maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi pelaku yang ingin 

melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat 

menekan laju tindak pidana perdagangan orang. 



c. Upaya represif: Upaya represif ini dilakukan oleh pihak Kepolisian 

Resor Kerinci upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang yang 

digunakan. 

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Sungai Penuh yaitu: 1) Faktor 

Internal: proses hukum terkait prostitusi online memerlukan bukti yang kuat 

dan prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dalam penanganan 

kasus ini. 2) Faktor Eksternal: terkendala penggunaan teknologi fitur 

Enkripsi dan privasi. 

B. Saran 

1. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Polres Kerinci perlu memperkuat 

kerjasama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Dinas Sosial, dan 

LSM yang terlibat dalam rehabilitasi korban. Kolaborasi ini penting untuk 

menyelenggarakan program rehabilitasi dan pencegahan yang holistik bagi 

korban dan masyarakat terdampak. 

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui program penyuluhan dan 

kampanye publik, Polres Kerinci dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan konsekuensi hukumnya. 

Penyuluhan ini dapat dilakukan baik secara offline maupun online, 

menyasar berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat. 

3. Penguatan Jaringan Informasi: Polres Kerinci perlu membangun dan 

memelihara jaringan informasi yang efektif dengan unit Polres lainnya di 

wilayah terdekat serta dengan instansi penegak hukum di tingkat nasional 



dan internasional. Ini akan membantu dalam pertukaran informasi yang 

cepat dan koordinasi dalam penanganan kasus yang melibatkan jaringan 

lintas daerah atau lintas Negara. 

4. Penguatan Kapasitas Teknologi: Kepolisian Resor Kerinci sebaiknya 

meningkatkan kapasitas teknologi yang digunakan dalam memberantass 

prostitusi online, seperti sistem pemantauan dan analisis data yang lebih 

canggih. 
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